
a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif 
bagi pegawai negeri sipil merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari pembinaan pegawai negeri sipil untuk 
menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan 
keadilan dalam upaya menciptakan pegawai negeri sipil yang 
profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, 
sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai negeri 
sipil yang tinggi; 

b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan hukuman 
disiplin dan sanksi administratif dilakukan secara tepat guna 
dan berhasil guna, diperlukan pedoman penjatuhan hukuman 
disiplin pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Jam bi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Jambi tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, 
Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin 
Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kota Jambi; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 20); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA JAMB!, 

Mengingat: 

Menimbang: 

TENTANG 

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN 
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAW AI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMB! 

PERATURAN WALIKOTA JAMB! 
NOMOR\6TAHUN 2023 

WALIKOTAJAMBI 
PROVINS! JAMB! 



CARA 
DAN 

DI 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA 
PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN 
HUKUMAN DISIPLIN PEGA WAI NEGERI SIPIL 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI. 

MEMUTUSKAN : 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 Ten tang Pembentukan Peraturan Perundang 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaiamana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia N omor 64 77); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang Penilaian 
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6718); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14; 

Menetapkan : 



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Jambi. 

2. Walikota adalah Walikota Kota Jambi. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi. 
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Jambi. 
5. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau 

perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban 
dan/ atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai 
Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar 
jam kerja. 

6. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada 
Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. 

8. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh 
oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang 
dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding 
administratif. 

9. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh 
oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang 
dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum 
kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. 

10. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang 
dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap 
Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak 
dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat 
yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan 
Kepegawaian. 

11. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada 
PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap 
peraturan perundang- undangan selain peraturan mengenai 
disiplin PNS. 

12. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang 
berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat 
perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang 
diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman 
Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/ atau berat. 

13. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian 
kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan 
Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan. 

14. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disebut BPASN adalah badan yang berwenang menerima, 
memeriksa dan mengambil keputusan atas Banding 
Administratif. 

15. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang 
memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman 
Disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



(1) Tim Pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat 
pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang. 

BAB III 
PEMERIKSAAN 

Bagian Kesatu 
Tim Pemeriksa 

Pasal 5 

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil 
secara tertulis untuk di periksa oleh atasan langsung atau 
tim pemeriksa. 

(2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga 
melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. 

(3) Dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya 
yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang 
pertama. 

(4) Apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal 
pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang 
Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan 
alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan 
pemeriksaan. 

BAB II 
PEMANGGILAN 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi: 
a. pemanggilan; 
b. pemeriksaan; 
c. penjatuhan; dan 
d. penyampaian keputusan hukuman disiplin. 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman 
bagi Perangkat Daerah, pejabat dan PNS yang berkepentingan 
dalam melaksanakan disiplin PNS. 

Pasal 2 

Pelanggaran Disiplin. 

16. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Negeri 
Sipil yang diperiksa. 



Bagian Kedua 
Tata Cara Pemeriksaan 

Pasal 8 
(1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung 

atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang 
diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat 
panggilan. 

(2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim 
pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap 
laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin 
yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 

Dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin 
menduduki jabatan Sekretaris Daerah yang memerlukan 
pembentukan tim pemeriksa, yang menjadi unsur tim pemeriksa 
meliputi: 
a. walikota; dan 
b. pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi. 

Pasal 7 

(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan dan 
unsur kepegawaian. 

(2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur 
kepegawaian. 

(3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas: 
a. 1 ( satu) orang Ketua merangkap anggota; 
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan 
c. paling kurang 1 ( satu) orang anggota. 

(4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus 
memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang 
diperiksa. 

(5) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang 
lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam 
pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, 
tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum 
dapat meminta keterangan dari pihak lain yang berkaitan. 

(6) Tim pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas 
sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan 
Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PNS selesai 
dilaksanakan. 

Pasal 6 

(2) Tim Pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat 
pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berat. 

(3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan oleh 
PPK/Pejabat lain yang ditunjuk. 



(1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup 
melalui tatap muka langsung maupun secara virtual. 

(2) PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang 
diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa. 

(3) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka 
hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan 
menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan 
Hukuman Disiplin. 

(4) Berita Acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar 
keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan 
Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang 
bersangkutan. 

(5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan 
atasan langsung PNS yang bersangkutan diduga melakukan 
Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan 
secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk 
disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim 
pemeriksa. 

(6) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan 
untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut 
merupakan kewenangan : 
a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung 

tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau 
b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib 

melaporkan secara hierarki disertai berita acara 
pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksan. 

(7) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) terdapat informasi atau keterangan 
yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, 
maka PNS yang diperiksa harus memberitahukan kepada 
pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya. 

(8) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani 
berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh 
pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara 
pemeriksaan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia 
menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. 

(9) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS 
yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tetap 
dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman 
disiplin. 

(10) PNS yang telah diperiksa berhak rnendapat salinan berita 
acara pemeriksaan. 

( 11) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga 
melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan 
upaya Adrninistratif, tidak dapat disetujui untuk pindah 
instansi. 

Pasal 9 

(3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang 
diperiksa dan pemeriksa. 



Dalam hal PNS yang menjalani penugasan akan dijatuhi 
Hukuman Disiplin yang bukan menjadi kewenangan instansi 
tempat menjalani penugasan, pimpinan instansi atau kepala 
perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada 
PPK instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan. 

Pasal 12 

(1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang 
Berwenang Menghukum wajib: 

a. mempelajari dengan teliti basil pemeriksaan; 
b. mernperhatikan dengan seksama latar belakang atau 

faktor-faktor yang mendorong seorang PNS melakukan 
Pelanggaran Disiplin; 

c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam 
penjatuhan hukuman disiplin; dan 

d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran 
Disiplin yang dilakukan. 

(2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang 
dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 

(3) Dalam hal terdapat PNS yang melakukan Pelanggaran 
Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang 
atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran 
yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat 
menjatuhkan jenis bukuman disiplin yang berbeda. 

(4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang 
Menghukum karena pejabatnya lowong kewenangan 
menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat 
yang lebih tinggi. 

(5) Setiap penjatuhan hukuman disiplin harus ditetapkan 
dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum. 

Pasal 11 

menjatuhkan 
pemeriksaan 

( 1) Pejabat yang Berwenang Menghukum 
Hukuman Disiplin berdasarkan basil 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

(2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk 
memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan 
Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan 
berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa 
yang akan datang. 

BAB IV 
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN 

Pasal 10 



(1) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS yang berupa 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 
(dua belas) bulan. 

(2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian 
kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan 
yang ditentukan. 

(3) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat 
lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan 
pengangkatan dalam jabatan. 

(4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan 
jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan 
baru yang didudukinya. 

(5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin yang berupa penurunan 
jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, 
maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali 
kepada jabatan yang semula didudukinya. 

(6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, 
setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua 
belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, 
setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil 
sumpah/janjinya. 

(8) Hukuman disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat 
lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana 
merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah 
dari kelas jabatan yang didudukinya. 

Pasal 14 

(1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang 
Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan 
kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan 
dampak dari Pelanggaran Disiplin. 

(2) Dalam hal PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata 
melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PNS 
yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis 
Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan 
pelanggaran yang dilakukan. 

(3) PNS yang pernah dijatuhkan Hukuman Disiplin, kemudian 
melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, 
kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari 
Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan 
kepadanya. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku 
bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan mentaati 
jam kerja. 

Pasal 13 



( 1) Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan oleh 
Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang 
ditunjuk. 

(2) Pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memanggil 
secara tertulis PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk 
hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin. 

(3) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup 
oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain 
yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan dan 
tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait. 

(4) Penyampaian secara tertutup sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (3) merupakan penyampaian keputusan Hukuman 
Disiplin yang hanya diketahui oleh PNS yang dijatuhi 
Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta 

BAB VI 
PENY AMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN 

Pasal 16 

(1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari 
jabatannya menjadi jabatannya menjadi jabatan Pelaksana 
berlaku selama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian 
kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan 
yang ditentukan. 

(3) Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dari jabatanya 
menjadi jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan 
keputusan pengangkatan dalam jabatan. 

(4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan 
dari jabatanya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua 
belas) bulan, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan 
jabatan baru yang didudukinya. 

(5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin pembebasan dari 
jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) 
bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta 
kembali kepada jabatan yang semula didudukinya. 

(6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, 
setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa 
pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana 
selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dengan 
jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik 
dan diambil sumpah/ janjinya. 

(8) Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya 
menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi 
PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan 
penurunan kelas jabatan kedalam kelas jabatan terendah 
yang terdapat pada Instansi tempat yang bersangkutan 
bekerja. 

Pasal 15 



(1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian 
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak 
hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan 
pensiun PNS. 

Bagian Kedua 
Hak-Hak Kepegawaian 

Pasal 18 

(1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 
(lima belas) sejak keputusan diterima. 

(2) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir 
pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, 
keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 
(lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan 
Hukuman Disiplin yang dikirim kealamat PNS yang 
bersangkutan. 

(3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya 
Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding 
Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya 
Administratifnya. 

(4) Upaya Administratif sebagaimana yang dimaksud ayat (3) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya 
Administratif. 

(5) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak 
keputusan tersebut berlaku. 

Bagian Kesatu 
Berlakunya Hukuman Disiplin 

Pasal 17 

BAB VII 
BERLAKUNY A HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNY A KEWAJIBAN 

MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK-HAK 
KEPEGAWAIAN 

pejabat lain yang terkait. 

(5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman 
Disiplin ditetapkan. 

(6) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir 
pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, 
keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang 
bersangkutan. 

(7) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan 
Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (5). 



(1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat 
pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap 
keputusan Hukuman Disiplin PNS di lingkungannya. 

(2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai 
salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang 
bersangkutan. 

(3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin diunggah ke 
dalam Sistem Informasi Manajemen Pegawai Pemerintah Kota 
Jambi (SIMPEG). 

(4) Dalam hal PNS pindah instansi, dokumen keputusan 
Hukuman Disiplin PNS dikirimkan oleh pimpinan instansi 
lama kepada pimpinan instansi baru. 

BAB VIII 
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN 

Pasal 20 

Penghentian pembayaran gaji PNS yang tidak Masuk Kerja dan 
tidak menaati ketentuan jam kerja tan pa alasan yang sah secara 
terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai 
berikut: 
a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PNS yang 

bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Unit 
Kerja yang membidangi kepegawaian; 

b. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana 
dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi 
terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati 
ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PNS dimaksud; 

c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf b disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja a tau Kepala 
Satuan Kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna 
anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji; 

d. Kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian 
pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang 
ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna anggaran; dan 

e. Tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana 
dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Bagian Ketiga 
Penghentian Pembayaran Gaji 

Pasal 19 

(2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian 
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan 
kenaikan pangkat pengabdian. 



A. RIDW 
BERITA DAERAH KOTA JAMB! TAHUN 2023 NOMOR 

Diundangkan di Jambi 
padatanggal 2023 
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMB!, 

!fa,t.~ 

~-- SYARIF FASHA 

WALIKOTA JAMB!, 

Ditetapkan di Jambi 
padatanggal 2023 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Jambi. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 


